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BUKU I
NASKAH AKADEMIK 
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JAKARTA 2015
KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.  

Sebagai  satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak/ hasil (outcome), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.
Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (international best practices).  

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf yang terdiri atas:

	BUKU I
	–
	NASKAH AKADEMIK  

	BUKU II
	–
	STANDAR DAN PROSEDUR 

	BUKU IIIA
	–
	BORANG  PROGRAM STUDI 

	BUKU IIIB
	–
	BORANG  UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

	BUKU IV
	–
	PANDUAN PENGISIAN BORANG 

	BUKU V
	–
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VI
	–
	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VII
	–
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN 

	BUKU VIII
	–
	PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI


Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah  disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf. 

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf di seluruh Indonesia.

Jakarta,  20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi 

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Ketua Umum,

Usman Chatib Warsa
KATA PENGANTAR KETUA KOLEGIUM BEDAH SARAF INDONESIA

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.
Akreditasi untuk program pendidikan dokter spesialis bedah saraf dilakukan oleh sejawat yang sesuai dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan program pendidikan dokter spesialis bedah saraf sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Saraf Indonesia (KBSI) dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgements of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para asesor ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

 
Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di program pendidikan dokter spesialis bedah saraf berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program pendidikan dokter spesialis bedah saraf yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program pendidikan dokter spesialis bedah saraf adalah sebagai berikut  :
1. Memberikan jaminan bahwa program pendidikan dokter spesialis bedah saraf yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Kolegium Bedah Saraf Indonesia (KBSI), sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis bedah saraf yang tidak memenuhi standar.

2. Mendorong program pendidikan dokter spesialis bedah saraf untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Jakarta, 30 Maret 2014
Kolegium

Bedah Saraf Indonesia
Ketua,
Prof. Dr. Hilman Mahyuddin, Sp.BS(K)
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BAB I
LATAR BELAKANG
1.1  Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf  di Indonesia
Pelayanan bedah saraf dimulai sejak tahun 1948 atas prakarsa Prof. C.H. Lenshoek, seorang ahli bedah saraf Belanda kelahiran Semarang, Indonesia. Beliau juga merupakan seorang perintis bedah saraf di Belanda. Pada awal pelayanannya, tujuan utama pelayanan adalah untuk menolong korban perang dunia dan pusat pelayanan dikembangkan di Neurosurgical Clinic, Prince Margriet Hospital, Jln. Raden Saleh No. 24 – Jakarta, yang dibiayai oleh organisasi Palang Merah Belanda. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas diagnostik, terapi, dan perawatan kasus-kasus bedah saraf. Pada tahun 1950, setelah peralihan pemerintahan, rumah sakit tersebut diambil alih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dari Palang Merah Belanda, dan lebih lanjut lagi Pemerintah Indonesia ikut berperan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo / Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan ahli bedah saraf di Indonesia, Palang Merah Belanda menugaskan ahli bedah saraf belanda di Indonesia secara bergantian setiap 6 bulan. Mereka di antaranya adalah Dr. PRMJ. Hanraets dan Dr. A.C. de Vet dari Wassenaar, Dr. Wiersma dari Rotterdam, Prof. Dr. Noordenbos dari Amsterdam, Dr. M.P.A.M. de Groot dari Tilburg and Prof. Dr. C.H. Lenshoek dari Amsterdam, yang kemudian menjadi Profesor di Groningen. Ahli bedah saraf dari luar negeri terakhir adalah Dr. P. Albert, seorang ahli bedah saraf Spanyol, yang memperpanjang kontrak dengan pemerintah Indonesia sampai akhir tahun 1952. Pada awal tahun 1953, Dr. SK. Handoyo menyelesaikan pendidikan bedah sarafnya di Belanda dan menjadi ahli bedah saraf pertama di Indonesia. Beliau kembail ke Indonesia dan memulai praktiknya di rumah sakit Princes Margriet Hospital. Lima tahun kemudian, terdapat dua dokter Indonesia yang menyelesaikan pendidikan bedah saraf dari luar negeri dan bergabung dengan Dr. SK. Handoyo di rumah sakit tersebut, yakni Dr. Soewadji Prawirohardjo dan Dr. Basoeki. Selama 10 tahun berikutnya, pelayanan bedah saraf tumbuh dengan baik tanpa perubahan jumlah ahli bedah saraf.   Dr. SK.Handoyo dan Dr. Soewadji Prawirohardjo bertanggungjawab untuk pelayanan bedah saraf di Jakarta dan bagian barat Indonesia, sedangkan Dr. Basoeki memulai bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga / Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk membangun pelayanan bedah saraf di bagian Timur Indonesia. Ketiga perintis bedah saraf di Indonesia ini kemudian dipromosikan menjadi Profesor. Pada tahun 1969 pelayanan bedah saraf di Indonesia memulai generasi baru ahli bedah saraf. Dr. RM. Padmosantjojo kembali dari Belanda pada tahun 1969, diikuti oleh DR. Med. Iskarno pada tahun 1971 dari Jerman. Dr. RM. Padmosantjojo dipersiapkan untuk membantu pelayanan bedah saraf di Jakarta dan DR.Med. Iskarno ditugaskan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran / Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Kedua ahli bedah saraf tersebut dipromosikan menjadi profesor dan menjadi kepala departemen di fakultasnya masing-masing. Setelah ketiga fakultas/rumah sakit tersebut ditunjuk secara resmi sebagai pusat pelatihan bedah saraf / rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo – Jakarta menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional, pelayanan bedah saraf berkembang cepat tidak hanya di rumah sakit pemerintah, tetapi juga di rumah sakit swasta dan Tentara Nasional Indonesia. 
Setelah hampir 40 tahun, produksi ahli spesialis bedah saraf dilaksanakan oleh tiga Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Bedah Saraf, yaitu Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Padjadjaran (Bandung), dan Universitas Airlangga (Surabaya), pada tahun 2008 diresmikan IPDS Bedah Saraf baru di Medan, yaitu Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian, disusul dengan IPDS Bedah Saraf baru di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2012
1.2 Program Studi Dokter Spesialis Bedah Saraf
Terdapat lima Program Studi Bedah Saraf di Indonesia dengan masing-masing Kepala Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta

Kepala Departemen

: Dr. Samsul Ashari, Sp.BS(K)


Ketua Program Studi
: Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS(K)


Sekretaris Program Studi
: Dr. Moh. Saekhu, Sp.BS(K)

2. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

Kepala Departemen

: Dr. M. Zafrullah Arifin, Sp.BS(K)

Ketua Program Studi
: DR. Dr. Achmad Adam, Sp.BS, M.Sc

Sekretaris Program Studi
: Dr. Rully Hanafi Dahlan, Sp.BS.,M.Kes
3. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya 

Kepala Departemen

: DR. Dr. Agus Turchan, Sp.BS(K)

Ketua Program Studi
: DR.Dr. M. Arifin Parenrengi, Sp.BS(K)

Sekretaris Program Studi
: Dr. Eko Agus Subagio, Sp.BS(K)
4. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan


Kepala Departemen

: Prof. DR. Dr. Iskandar japardi, Sp.BS(K)

Ketua Program Studi
: Prof. Dr. A. Gofar Sastrodiningrat, SpBS(K)

Sekretaris Program Studi
: DR. Dr. Suzy Indharty, M.Kes, Sp.BS(K)
5. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Kepala Sub-bagian Bedah Saraf 
: dr. Wiryawan Manusubroto, Sp.B, Sp.BS
Ketua Program Studi
: Dr. Endro Basuki SpBS (K), M.Kes


Sekretaris Program Studi
: Dr. Rachmat Andi SpBS (K)

Misi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf

1. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang mempunyai integritas sesuai dengan Pancasila dan etik ilmu serta etik profesi.

2. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan ilmu bedah saraf.

3. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang mampu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di bidang bedah saraf di Indonesia.

4. Memberikan Pendidikan Ilmu Bedah Saraf secara mendasar dan komprehensif, yang dapat menunjang Pendidikan Berkelanjutan.

Tujuan Pendidikan

Tujuan Umum

Tujuan Umum Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah :

1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu bedah saraf sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.

2. Mempunyai pengetahuan dalam bidang bedah saraf serta mempunyai ketrampilan dan pola pikir yang positif, sehingga dapat memecahkan masalah bedah saraf secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu bedah saraf kepada masyarakat secara optimal.

3. Mampu menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi.

4. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan akhlak, etik keilmuan dan etik profesional.

Tujuan Khusus

1. Tujuan Khusus Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah :

2. Mampu melakukan pelayanan bedah saraf sesuai dengan standar pela- yanan medik bedah saraf di Indonesia.

Luaran Pendidikan

Luaran pendidikan adalah seorang spesialis bedah saraf yang berakhlak, profesional dan memiliki :

1. Kompetensi untuk menyelesaikan masalah bedah saraf sesuai dengan standar pelayanan medik bedah saraf di Indonesia.

2. Kompetensi untuk memberi penyuluhan bedah saraf dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif.

3. Kesiapan untuk melakukan penelitian dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Saraf
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
9. Undang-undang Praktik Republik Indonesia tentang Praktik Kedokteran (UUPK) nomor 29 tahun 2004 pasal 44.
10. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

11. Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.
Pasal 26
(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan   pendidikan akademik.
(2) Gelar akademik terdiri atas:
a. sarjana;
b. magister; dan
c. doktor.
(3)
Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
(4)
Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
(5) Gelar profesi terdiri atas:
a. profesi; dan
b. spesialis.
Pasal 28
(1)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
(2)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
(3)
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
b. 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
(4)
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
b.
Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
(6)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
(7)
Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.
Pasal 29
(1)
Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
(2)
Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(3)
Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 42
(1)
Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
(2)
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
(3)
Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
(4)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.
Pasal 43
(1)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
(1)
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
(3)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
(4)
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(5)
Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
(6)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(7)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.
Pasal 47
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki  pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.
Pasal 86
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 
Pasal 87
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat dilakukan oleh:
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 88
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. 
Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b.
Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004 

Pasal 44

(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.

(2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

(3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;

b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. memiliki sertifikat kompetensi; dan

e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.

Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
Pasal 32

(1) Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Pasal 19

(1) Kompetensi dokter / dokter glgl peserta program pendidikan dokter spesialis / dokter gigi spesialis ditentukan oleh ketua program studi terkait.

(2) Dokter / dokter gigi sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib memiliki STR Dokter /Dokter Gigi.

Pasal 2

(1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.

(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis.

(2) SIP bagi dokter peserta program internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.

(3) SIP bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) berupa SIP dokter atau SIP dokter gigi dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS)

1.4  Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf
Yang dimaksud dengan profesi bedah saraf adalah pekerjaan bedah saraf. Bedah saraf adalah cara pengobatan bedah pada penderita yang potensial dan / atau telah menunjukkan adanya kelainan saraf (Standar Profesi Bedah Saraf Indonesia 2006). Ruang lingkup pekerjaan bedah saraf meliputi berbagai penyakit di susunan saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) dan saraf tepi. Penyakit susunan saraf pusat dan tepi terdiri dari trauma kepala, saraf tulang belakang dan saraf tepi, kelainan kongenital saraf, neoplasma, vaskular dan degeneratif, serta kelainan fungsional bedah saraf (nyeri, epilepsi, dan gangguan gerak). Pekerjaan bedah saraf bersifat emergensi (gawat darurat) dan terencana (elektif). Seorang spesialis bedah saraf harus selalu siap dengan kedua kondisi tersebut. 
Ilmu bedah saraf mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, baik dalam teknik pembedahan, peralatan pembedahan, maupun penelitian-penelitian biomedik dasar, terkait ilmu saraf. Seorang dokter spesialis bedah saraf harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam menjalankan profesinya. Demikian juga dalam tata cara pendidikan (program pendidikan dokter spesialis bedah saraf dan program pendidikan kedokteran berkelanjutan) senantiasa mengacu kepada perkembangan terkini. Dalam pelaksanaan pendidikan maupun pelayanan, tata cara yang dilaksanakan selalu berbasis bukti (evidence based medicine).

1.5  Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf
Profesi Bedah Saraf meskipun keberadaannya di Indonesia sudah lebih dari 50 tahun, namun hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengenal dan belum dapat merasakan manfaatnya. Keadaan ini tercermin dari masih banyaknya provinsi atau daerah di luar ibu kota provinsi yang belum memiliki sarana pelayanan bedah saraf. Dengan demikian, apa yang tercantum dalam UUD 45 tentang hak mendapatkan pertolongan kesehatan belum sepenuhnya dapat terlaksana. 
Kasus bedah saraf sering membutuhkan tindakan yang bersifat emergensi (sebagai contoh cedera otak dan tulang belakang, perdarahan spontan di otak, dan beberapa cacat kongenital) dan kasus-kasus dengan tindakan elektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang ahli bedah saraf, baik untuk keperluan diagnostik dan terapi, membutuhkan sarana dan fasilitas penunjang yang kompleks dan canggih, seperti kamar operasi dan ruang perawatan intensif (Intensive Care Unit, ICU). Selain itu, diperlukan suatu kerja sama tim multidisiplin yang dapat mendukung dalam evaluasi dan penatalaksanaan kasus-kasus bedah saraf, seperti ahli anestesiologi, ahli radiologi, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, dan ilmu penyakit saraf atau dapat dikenal dengan dokter spesialis ’penunjang ilmu bedah saraf’. Dengan kata lain, seorang ahli bedah saraf tidak dapat bekerja tanpa dibantu dokter spesialis-spesialis tersebut. Akibat lebih lanjut, meskipun saat ini telah selesai dididik cukup banyak ahli bedah saraf, namun oleh karena ketidaksiapan sarana paska operasi dan spesialis-spesialis penunjang lain, maka tenaga ahli bedah saraf tetap tidak dapat bekerja dengan benar dan baik sesuai standar minimal profesi bedah saraf Indonesia, sehingga mengalami kesulitan dalam penempatannya. Seharusnya pemerintah memfasilitasi ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang minimal di setiap ibukota propinsi dan di berbagai kota besar dengan jumlah penduduk yang memadai untuk penempatan dokter spesialis bedah saraf tersebut. 
Pemerataan pelayanan bedah saraf masih menjadi tantangan yang cukup besar untuk bisa dicapai sampai saat ini. Rasio ideal dokter spesialis bedah saraf dengan penduduk di Amerika Serikat adalah 1:100.000. Sampai saat ini belum ditentukan berapa jumlah ideal seorang spesialis bedah saraf dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Mengingat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat, di antaranya letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata, sehingga untuk menempatkan seorang ahli bedah saraf perlu mempertimbangkan kondisi tersebut. Penempatan berdasarkan penyebaran jumlah penduduk dapat dilaksanakan di daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup homogen.
Tantangan pemerataan juga berkaitan dengan kemajuan ekonomi yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Sampai saat ini penyebaran dokter spesialis di berbagai bidang ilmu terkendala dengan masalah ini. Keadaan yang terjadi adalah penyebaran dokter spesialis terpusat pada daerah-daerah dengan ekonomi maju, seperti Pulau Jawa dan Provinsi Riau yang memiliki perekonomian baik. Saat ini belum ada strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai pengampu kebijakan (kementerian kesehatan, pendidikan nasional, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2) terkait dengan pemerataan dokter maupun dokter spesialis, sehingga cenderung terjadi pemberian kebebasan pada dokter untuk memilih dimana ia ingin bekerja. Akibatnya, jumlah dokter menjadi terpusat pada daerah dengan ekonomi maju. 

Secara teoritis sesuai dengan mengacu kepada perbandingan jumlah dokter spesialis dengan jumlah penduduk, saat ini idealnya seorang dokter spesialis diharapkan dapat melayani 100.000 penduduk. Dengan demikian, seharusnya dibutuhkan 2.500 dokter spesialis bedah saraf. Mengingat berbagai hambatan yang ada saat ini, Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) dan Kolegium Bedah Saraf Indonesia (KBSI) mencanangkan kebutuhan yang memadai di Indonesia adalah 1 dokter spesialis bedah saraf untuk melayani 500.000 penduduk. Dengan demikian, dibutuhkan 500 dokter spesialis bedah saraf di Indonesia. 
Saat ini, terdapat 5 pusat pendidikan dan dalam waktu dekat diharapkan bertambah 1 program studi bedah saraf yang rata-rata bisa meluluskan 35 dokter spesialis bedah saraf per tahun. Dari data yang ada, saat ini terdapat 235 dokter spesialis bedah saraf di Indonesia. Dilihat dari pertumbuhan jumlah lulusan, maka kebutuhan dokter spesialis bedah saraf Indonesia dapat terpenuhi dalam 8 – 10 tahun mendatang.  

Dalam proses pemenuhan kebutuhan akan bedah saraf di Indonesia, dapat dilakukan dua strategi pemenuhan kebutuhan yaitu memenuhi pelayanan bedah saraf dasar yang merata di Indonesia dan tetap mempertahankan standar internasional di rumah sakit pusat-pusat rujukan. 
1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf

Peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan spesialis kedokteran dapat  tercapai bila semua pihak terkait bersama-sama melaksanakan peran masng-masing. Program studi dan organisasi profesi berperan sebagai Quality culture/implementor. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kesehatan dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi berperan dalam quality assurance. Selain itu, terdapat Kemdikbud yang memegang peranan sebagai quality regulator. Peran-peran tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan secara sinergis.
1.7 Baku Mutu Program Studi  Dokter Spesialis Bedah Saraf

Standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf Indonesia merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas proses pendidikan dokter spesialis bedah saraf oleh
institusi pendidikan dokter spesialis (IPDS) bedah saraf yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Standar bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula dipergunakan oleh IPDS untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf ini juga merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagar landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis bedah saraf di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis bedah saraf. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas. 

Komponen standar pendidikan meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan,serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (medical science and technology), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (medical education and technology) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (health needs and demands).

Standar pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis disusun secara garis besar sehingga dapat diimplementasikan untuk semua program studi pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis yang saat ini sudah ada. Dokumen WFME dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Substansi standar pendidikan yang terinci dan terukur untuk masing masing program studi perlu dikembangkan oleh masing-masing kolegium yang terkait.
BAB II
Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI
Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum. 

Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terkait dan Kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh Fakultas dan Kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional. 

2.1. Karakteristik
2.1.1. Program Pendidikan

2.1.1.1 Pendekatan Pembelajaran
1. Ilmu Bedah Saraf adalah Ilmu Saraf (Neurologi) ditambah Ilmu Bedah, khususnya Bedah Saraf.

2. Program pendidikan spesialis bedah saraf diselenggarakan di Pusat Pendidikan yang ada di Indonesia dan telah terakreditasi.

3. Pelaksanaan pendidikan di IPDS baru harus melalui tahapan pembinaan dari pusat pendidikan yang telah berdiri dan mengikuti peraturan yang ditentukan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

4. Program pendidikan spesialis bedah saraf disesuaikan dengan sifat bedah saraf. Pendidikan mengarah kepada pembentukan sikap seorang spesialis bedah.

a) Dapat membuat keputusan dan koreksi sewaktu

b) Siap bekerja tanpa mengenal waktu

5. Program pendidikan berbasis teori dan praktek yang komprehensif, dan diselenggarakan melalui tahapan :

a) Tahap Pengayaan Berisikan pendidikan teori dan pengetahuan dasar.

b) Tahap Magang Merupakan latihan mengintegrasikan teori dan praktek.

c) Tahap Mandiri Melatih kemampuan melakukan sintesa dan praktek yang bertanggung jawab.

6. Pendidikan spesialis bedah saraf mengacu kepada ketentuan yang dibuat dan dievaluasi secara berkala oleh KBSI.

7. Peserta didik dihimpun dalam satu perhimpunan yang diperuntukkan mengurusi kepentingan peserta didik.

2.1.1.2 Metode Ilmiah

Analitis sistematis, memecahkan masalah dan berbasis bukti (evidence based medicine).

2.1.1.3 Isi Pendidikan
1. Ilmu bedah saraf mencakup semua tindakan yang memerlukan pengobatan secara bedah atau potensial memerlukan pembedahan, terhadap kelainan yang potensial ataupun telah mengakibatkan gangguan susunan saraf.

2. Termasuk dalam isi pendidikan adalah pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), pemahaman perilaku (attitude).

a) Ilmu kedokteran dasar yang menunjang ilmu bedah saraf.

b) Ilmu bedah saraf yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan.

c) Ilmu pengetahuan di luar kompetensi yang ditentukan, diajarkan pengetahuan dasar untuk dapat dikembangkan di kemudian hari.

d) Kemampuan dalam memberikan penyuluhan di bidang bedah saraf.

3. Isi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf dituangkan di dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Bedah Saraf (KNPBS) yang disusun oleh KBSI.

4. Pelaksanaan isi pendidikan dipantau melalui Log Book. 

5. Evaluasi pencapaian isi pendidikan dilakukan secara berkala.

2.1.1.4 Struktur, Komposisi, dan Lama Pendidikan
1. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) dimiliki oleh Fakultas / Universitas, dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS), dibantu oleh Penilai, Pendidik dan Pembimbing.

2. IPDS Bedah Saraf dibawah pengawasan KBSI.

3. IPDS Bedah Saraf baru, harus melalui pembinaan oleh institusi yang ditunjuk KBSI.

4. Pendidikan bedah saraf diselenggarakan selama 11 (sebelas) semester

2.1.1.5 Hubungan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Peserta didik dalam tahap Mandiri harus bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pelayanan kesehatan di RS pendidikan.

2.1.1.6 Pengaturan Proses Pendidikan
1. Proses pendidikan dilaksanakan oleh IPDS di Departemen / Bagian milik Fakultas Kedokteran.

2. Staf departemen dapat diangkat menjadi Penilai, Pendidik dan Pembimbing.

3. KPS bertanggung jawab langsung pada pimpinan fakultas.

4. IPDS Bedah Saraf secara berkala akan diakreditasi :

a) Apabila terakreditasi, maka program pendidikan dapat tetap berlangsung.

b) Apabila tidak terakreditasi, maka

· Tidak diijinkan menerima peserta didik, selama belum terakreditsi kembali.

· Diberikan kesempatan IPDS tersebut untuk memperbaiki dan diakreditasi kembali.

· Akreditasi ulangan hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

· Apabila pada akreditasi yang ke tiga, IPDS tersebut tetap tidak terakreditasi, maka IPDS tersebut akan ditutup.

2.1.2. Sistem Evaluasi Peserta Didik
2.1.2.1 Metode Penilaian
Penilaian pada peserta didik berbentuk:

1. Penilaian kemampuan pada setiap akhir pendidikan ilmu kedokteran dasar yang menunjang ilmu bedah saraf. 

2. Penilaian kegiatan 

a) Semua kegiatan peserta didik dicatat dalam log book

b) Dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahap pendidikan. 

3. Penilaian Karya Tulis

a) Dilakukan pada akhir tahap proses pendidikan.

b) Karya tulis dimaksud berkaitan dengan bedah saraf. 

4. Ujian Akhir 

a) Berbentuk Uji Kompetensi yang diselenggarakan secara nasional oleh KBSI.

b) Materi mengacu pada tujuan dan isi Pendidikan. 

c) Angka Kelulusan ditetapkan oleh KBSI 

5. Hasil Penilaian dan Hasil Ujian Akhir 

a) Kelulusan dari Ujian Akhir akan dinyatakan dalam predikat, yang disesuaikan dengan angka kelulusan. 

b) Peserta didik yang tidak lulus dari ujian berkala atau ujian akhir, diberi kesempatan untuk memperbaiki. 

2.1.2.2 Penyelenggaraan dan Dokumentasi
1. Akhir bersifat Nasional, diselenggarakan dan dicatat oleh KBSI. 

2. Tanda lulus berupa Sertifikat Kompetensi, dibuat rangkap tiga masing-masing 1 (satu) untuk yang bersangkutan, IPDS, dan pertinggal (KBSI). 

2.1.3. Peserta Didik

2.1.3.1 Sistem Penerimaan Peserta Didik

1. Pendaftaran dan administrasi seleksi calon peserta didik, mengikuti alur yang telah ditentukan KKI, melalui Kolegium. 

2. Ujian seleksi dilaksanakan disetiap IPDS, mencakup : 

a) Ujian tulis ilmu kedokteran

b) Psikotest

c) Wawancara
2.1.3.2 Kebijakan Seleksi

1. IPDS yang mempunyai jumlah lulusan seleksi masuk di bawah daya tampung, dapat menerima limpahan dari IPDS yang jumlah lulusan seleksi masuknya berlebih. 

2. Calon yang tidak lulus seleksi, dapat diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk memperbaiki. 

3. Calon yang telah dinyatakan tidak lulus di satu IPDS, tidak dapat diterima di IPDS lain yang ada di Indonesia. 

2.1.3.3 Jumlah Peserta Didik

1. Jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah pendidik dan jumlah materi pendidikan.

a) Jumlah peserta didik berbanding pendidik tidak boleh melebihi 4 banding 1. Peserta didik yang dihitung adalah yang sedang mengikuti tahap pendidikan bedah saraf. 

b) Jumlah dan jenis materi pendidikan diuraikan lebih lanjut dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf. 

2. Peserta didik adaptasi dari spesialis lulusan luar negeri, diatur oleh KKI
2.1.3.4 Kondisi Peserta Didik

1. Peserta didik mendapatkan pendidikan di RS pendidikan dan RS jejaring yang telah terakreditasi oleh KBSI. 

2. Beban serta pengaturan kerja peserta didik, tercantum secara terstruktur dalam Buku Panduan Pendidikan. 
2.1.3.5 Sistem Perwakilan Peserta Didik

1. Peserta didik dihimpun dalam organisasi yang dapat membantu memperlancar proses pendidikan.  
Memberi masukkan untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan  
Memperjuangkan hak dan kewajiban anggotanya (peserta didik) 

2. Meningkatkan kerjasama peserta didik antar IPDS 

2.1.4. Staf Akademik

2.1.4.1 Kriteria Staf Akademik

1. Ketua Program Studi (KPS)

a) Adalah staf yang telah memiliki pengalaman sebagai penilai. 

b) KPS IPDS baru harus telah menjalani proses magang di IPDS pembina yang diatur oleh KBSI. 

c) KPS dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi (SPS). 
a) Staf Akademik terdiri atas

b) PENILAI Spesialis Bedah Saraf yang telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pendidik. 

c) PENDIDIK Spesialis Bedah Saraf yang telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pembimbing 

d) PEMBIMBING Spesialis Bedah Saraf yang ditetapkan oleh IPDS. 

2.1.4.2 Penerimaan dan Pengembangan Staf

Disesuaikan dengan RENSTRA fakultas dari masing-masing IPDS

2.1.5. Sumber Daya Pendidikan

2.1.5.1 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

1. RS Pendidikan dan Fakultas tempat IPDS Bedah Saraf berada, harus memiliki 

a) Bagian atau Departemen Bedah Saraf. 

b) Bagian atau Departemen dari ilmu-ilmu penunjang bedah saraf. 

2. RS Pendidikan harus sudah terakreditasi sebagai RS pendidikan 

bedah saraf :

a) Jumlah dan jenis materi bedah saraf sesuai ketentuan KBSI. 

b) Memiliki fasilitas perawatan gawat-darurat dan perawatan intensif. 

c) Memiliki fasilitas pelayanan penunjang bedah saraf. 

2. RS jejaring yang dijadikan tempat pendidikan, harus sudah terakreditasi sebagai RS pendidikan bedah saraf. 

3. Akreditasi dilakukan oleh badan yang ditentukan oleh KKI. 

2.1.5.2 Fasilitas Fisik

IPDS Bedah Saraf harus memiliki fasilitas pendidikan : 
a) Mempunyai ruang pertemuan 

b) Memiliki perpustakan dan fasilitas penelitian

2.1.5.3 Tim Klinik

Tersedia program pertemuan klinik bersama (join meeting) antar disiplin terkait.

a) Mencari pemecahan masalah pasien

b) Mengatur kelompok kerja untuk menangani satu kasus

c) Membicarakan kasus kematian (dead case)

2.1.5.4 Teknologi Informasi
1. IPDS perlu memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi yang memadai bagi staf dan peserta didik 

2. Seluruh sivitas akademika dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. 

2.1.5.5 Fasilitas Riset

1. Kegiatan riset merupakan bagian proses pendidikan. 

2. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan riset 

3. IPDS menyediakan fasilitas riset yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan riset antar institusi, sehingga aktivitas riset dapat terlaksana dengan baik 

2.1.5.6 Ekspertis Pendidikan
1. Setiap IPDS Bedah Saraf dapat memanfaatkan pakar dari IPDS lain dengan cara mengangkat pakar tersebut sebagai Dosen Luar Biasa dari Universitas terkait. 
2. Alih teknologi oleh pakar dari luar negeri harus mendapat persetujuan dari KBSI. 
2.1.5.7 Pertukaran Staf

1. Untuk mendapat pengalaman dari staf IPDS lain, maka dilakukan pertukaran peserta didik antar IPDS. 

2. Setiap IPDS dapat mengusahakan peluang bagi peserta didik untuk menambah pengalaman di luar negeri, di luar program dan waktu yang telah ditentukan oleh KBSI. 

2.1.6. Evaluasi Program

2.1.6.1 Sistem Evaluasi Program

Program pendidikan akan dievaluasi melalui akreditasi berkala

2.1.6.2 Umpan Balik Pendidikan dan Peserta Didik

IPDS yang pada akreditasi berkala dinyatakan tidak terakreditasi, maka peserta didik dari IPDS tersebut akan dipindahkan ke IPDS lain

2.1.6.3 Kinerja Luaran Pendidikan

Setiap spesialis bedah saraf harus mengikuti program CPD dan dicatat melalui log book, diawasi oleh KBSI

2.1.6.4 Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

1. Di setiap IPDS, staf pengajar mengacu pada peraturan dari Universitas penyelenggara; program pendidikan mengacu pada peraturan KBSI. 

2. Seluruh kegiatan program pendidikan dipantau oleh KBSI, dan akan dilakukan akreditasi berkala. 

3. Sertifikat Kompetensi diberikan sebagai tanda lulus ujian nasional yang diselenggarakan oleh KBSI. 

2.1.6.5 Keterlibatan Stake Holders

RS pendidikan berhak melakukan audit terhadap hasil pendidikan yang berkaitan dengan pasin (program patient’s safety)
2.1.7. Administrasi Pendidikan dan Penyelenggaraan Program

2.1.7.1 Penyelenggaraan Program

1. Penyelengaraan Program Pendidikan adalah IPDS yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran dari Universitas terkait. 

2. Kurikulum dan cara penyelenggaraan program (buku panduan) mengacu pada ketentuan KBSI. 

3. Luaran adalah lulusan Ujian Nasional (Ujian Kompetensi) yang dilaksanakan oleh KBSI. 

2.1.7.2 Kepemimpinan Akademik

1. IPDS dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS), dapat dibantu SPS, staf pengajar dari fakultas tempat IPDS berada. 

2. KPS dan / atau SPS secara otomatis menjadi anggota KBSI. 

3. Kinerja KPS dapat dievaluasi dalam rapat anggota KBSI. 

2.1.7.3 Alokasi Anggaran dan Sumber Daya

Biaya penyelenggaraan diatur oleh masing-masing IPDS

2.1.7.4 Tenaga Administrasi dan Manajemen
Pengelolaan program pendidikan diatur oleh fakultas dimana IPDS berada

2.1.7.5 Interaksi dengan Sektor Kesehatan

Pimpinan RS Pendidikan ikut mengawasi jalannya proses pendidikan di rumah sakit yang dipimpin.

2.1.8. Kurikulum

2.1.8.1 Aturan Umum

1. Lama pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah 11 Semester. 

2. Dipandang dari sudut hukum, dikenal istilah Pengayaan, Magang dan Mandiri. [image: image1.png]Klasifikasi dalam istilah hukum
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3. Untuk kepentingan kurikulum, istilah diatas disesuaikan dengan istilah TAHAP 

Tahap I : Pengayaan, tanggung jawab sepenuhnya pada pendidik, peserta didik tidak dapat dituntut. 

Tahap II : Magang, Pendidik dan peserta didik bertanggung jawab terhadap tuntunan. 

Tahap III : Mandiri, Peserta didik bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum.  
4. Tingkat penguasan materi belajar, dipergunakan Taksonomi Bloom, dimana 

a) Tingkat E (Enrichmen) dinamakan Pengayaan, dan diberi warna merah. 

b) Tingkat A (Assistance) dinamakan Magang, diberi warna kuning, 

c) Tingkat S (Self) dinamakan Mandiri, diberi warna hijau. 
5. Taksonomi Bloom membagi (Lihat Lampiran) 

a) Kognitif (K) dibagi 6 tingkat

b) Psikomotor (P) dibagi 5 tingkat

c) Afektif (A) dibagi 5 tingkat. 

6. Tingkat penguasaan materi belajar ditetapkan sebagai berikut: 

a) Pengayaan (E), ranah pengetahuan menurut Bloom dikuasai sampai K6 

b) Magang (A), ranah pengetahuan menurut Bloom dikuasai sampai P2.A3. 

c) Mandiri (S), ranah pengetahuan menurut Bloom dikuasai sampai P5.A5. 

7. Target pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah mencapai tingkat Mandiri di Tahap III untuk penyakit bedah saraf gawat darurat maupun yang terbanyak dijumpai di Indonesia. 

8. Batas penguasaan E, A dan S dapat dilihat dalam Matriks Global (Tabel 2). 

9. Penguasaan tingkat kemahiran disesuaikan dengan Matriks Global, apabila ada sisa waktu dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan di dalam maupun di luar negeri. 

10. Penugasan (Tugas Jaga, Studi Kepustakaan, Referat, dll) diadakan di tiap tahap sesuai dengan tingkat Kemahiran. 

11. Evaluasi dilakukan sesuai dengan tingkat kemahiran ditiap tahap. 

12. Pelaksanaan pendidikan, pemakaian alat untuk diagnostik maupun untuk pengobatan, mengacu pada Standar Profesi. 

13. Kasus bedah saraf yang digunakan sebagai materi belajar diklasifikasikan sesuai ICD 10. 

14. Tindakan bedah saraf mengacu pada ICD-9-CM dan tindakan yang menjadi materi pendidikan dikelompokkan dalam Indeks Kesulitan. 

15. Kurikulum Nasional Bedah Saraf Indonesia disusun secara global da- lam bentuk tabulasi agar dapat mudah dijadikan acuan masing-masing IPDS dalam menyusun Buku Panduan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan fakultasnya. 

2.1.9. Pelaksanaan Pendidikan

2.1.9.1 Kompetensi Pengetahuan

1. Keilmuan di bidang bedah saraf dikelompokkan dalam 

a. Ilmu dasar pendukung ilmu bedah saraf, terdiri dari: 

· Ilmu bedah dasar. 

· Ilmu-ilmu dasar, antara lain neuroanatomi, neurofisiologi, neuropatologi, neurofarmakologi, neuro-endokrinologi. 

· Ilmu klinik dasar, antara lain neurologi, neuroradiologi, neuro-onkologi dan elektrofisiologi klinik. 

b. Ilmu bedah saraf. 

2. Kisi-kisi materi dipilah sesuai dengan tahap kompetensi yang harus dikuasai pada setiap tahap. 

3. Penguasaan keilmuan diperoleh secara didaktik, bimbingan klinik oleh staf pendidik maupun proses pengembangan secara mandiri. 

2.1.9.2 Penggolongan Penyakit

1. Penyakit dikelompokan berdasarkan: 

a) Kongenital.

b) Infeksi

c) Neoplasma

d) Trauma.

e) Degenerasi

f) Vaskuler

g) Fungsional

2. Masing-masing kelompok diatas, dipilah berdasarkan lokalisasi. 

3. Pada setiap lokalisasi, diuraikan jenis jenis penyakit yang menjadi materi pendidikan yang harus dikuasai, disesuaikan dengan ICD 10. 

2.1.9.3 Klasifikasi Tindakan

1. Pembagian jenis tindakan dilandaskan pada klasifikasi ICD-9-CM.

2. Setiap jenis tindakan ditentukan Indeks Kesulitan (IK).

3. Indeks Kesulitan

a) Merupakan pengelompokan tingkat kesulitan dari setiap jenis tindakan.

b) Indeks Kesulitan akan menentukan kewenangan peserta didik. 

c) Ditetapkan 4 tingkat IK, yaitu

· IK 1 : Tindakan bedah saraf mandiri pada tahap II.

· IK 2 : Tindakan bedah saraf mandiri pada tahap III.

· IK 3 : Tindakan bedah saraf magang pada tahap III.

· IK 4 : Tindakan bedah saraf pengayaan pada tahap III.

2.1.9.4 Target Pencapaian Kompetensi

1. Dalam tahap I, peserta didik menguasai ilmu-ilmu dasar dan ilmu bedah dasar. 

2. Dalam tahap II, peserta didik kompeten untuk melakukan diagnosa dan tindakan bedah saraf terhadap kasus-kasus dengan IK 1 di kranium dan saraf tepi. 
3. Dalam tahap III,

a) peserta didik kompeten untuk melakukan diagnosa dan tindakan bedah saraf terhadap kasus dengan IK 2 di kranium dan saraf tepi.

b) peserta didik kompeten untuk melakukan diagnosa dan tindakan  bedah saraf terhadap kasus dengan IK 1 dan IK 2 di spinal. 
4. Tindakan bedah saraf dengan IK 3 dan IK 4  

a) Tindakan bedah saraf yang menggunakan alat canggih (mikroskop, stereotaktik, endoskopi, dll) ataupun bedah saraf fungsional. 

b) Kompetensi peserta didik hanya maksimal sebatas magang, tidak boleh melakkan secara mandiri. 

2.1.9.5 Pentahapan dan Tanggung Jawab

Ditinjau dari pentahapan yang ditetapkan oleh KKI / MKKI, maka pendidikan bedah saraf yang lamanya 11 semester dibagi dalam 3 tahap.

1. Tahap I : 

a) Berlangsung selama 3 semester, yaitu semester 1 s/d 3 

b) Peserta didik mengikuti Program Magister, Profesi Bedah Dasar dan Bedah Saraf Dasar 

2. Tahap II : 

a) Berlangsung selama 4 semester, yaitu semester 4 s/d 7 

b) Peserta didik mengikuti lanjutan Program Magister dan Program Bedah Saraf Dasar, bila diperlukan masih harus mengikuti Program Bedah Dasar. 

c) Dalam tahap ini, peserta didik sudah boleh diberi kewenangan melakukan tindakan bedah saraf sebagai bagian dari Program Profesi Bedah Saraf, bergantung jenis kasus dan indeks kesulitan (tabel 1) 

3. Tahap III : 

a) Berlangsung selama 4 semester, yaitu semester 8 s/d 11. 

b) Dalam tahap ini masih ada pengayaan dari Program Profesi Bedah Saraf. 

c) Pada ahir tahap III, dilakukan uji kompetensi nasional oleh KBSI 

2.1.10. Penugasan

2.1.10.1 Panduan Penugasan

1. Penugasan ke peserta didik meliputi Program Magister dan Program Pendidikan Profesi. 

2. Program Magister dilaksanakan selama 4 semester dan diakhiri dengan Tesis; Program Pendidikan Profesi dilaksanakan sampai dengan semester 11 dan diakhiri dengan uji kompetensi oleh Kolegium Bedah Saraf Indonesia 

3. Program Pendidikan Profesi meliputi bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian, termasuk didalamnya tugas-tugas yang bersifat teknis dan administratif. Masing-masing bidang tersebut di atas kemudian dipilah secara rinci dalam berbagai tugas dan selanjutnya dipadukan dalam satu kerangka keterkaitan antara satu tugas dan lainnya sesuai tingkat kompetensi. 

4. Keterkaitan antara berbagai tugas divisualisasikan dalam tabel Matriks Hubungan Antara Penugasan dan Tahap Pendidikan (lihat tabel 4). 

5. Berdasarkan tabel 3 ini, penugasan terhadap peserta didik yang diuraikan dalam Buku Panduan di setiap IPDS, dapat ditetapkan oleh masing-masing KPS. 

6. Dalam rangkaian hirarki tanggung jawab, peserta didik dalam menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tugasnya, diatur sebagai berikut : 

a) Setiap peserta didik dalam menjalankan kegiatannya, dikordinasi oleh penanggung jawab / kordinatornya. 

b) Kordinator bertugas mengatur agar pelaksanaan tugas dari peserta didik yang berada dalam tanggung-jawabnya, dapat terselenggara dengan baik. 

c) Kordinator bertanggung jawab pada Chief Residen. 

d) Chief Residen bertanggung jawab pada KPS. 

e) Dalam keadaan dipandang perlu, KPS berhak merubah tugas yang telah dibebankan. 

7. Kegiatan yang berhubungan dengan materi pendidikan / kompetensi, dipertanggung jawabkan oleh peserta didik langsung kepada KPS atau konsulen yang bertanggung-jawab untuk itu.

2.1.10.2 Kisi-kisi Penugasan Program Magister
Matriks Hubungan Antara Penugasan Program Magister dengan Tahap Pendidikan
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2.1.10.3 Keterangan Tabel Penugasan Program Magister

1. Program magister dalam program pendidikan dokter spesialis bedah saraf (PPDS BS) mengikuti program magister neurologi. 

2. Program Magister dilaksanakan selama 4 semester, 3 semester dalam tahap 1 dan 1 semester di tahap 2. 

3. Bobot Program Magister minimal 40 SKS 

4. Program Bedah Dasar dilaksanakan selama 2 semester pada tahap 1, bila  diperlukan pelaksanaan dapat diundur di semester 4-5 (tahap 2). 

5. Tesis diselesaikan dalam semester 4, dapat diperpanjang maksimal sampai semester 6. 

2.1.10.4 Kisi-kisi Penugasan Program Profesi

Matriks Hubungan Antara Penugasan Program Profesi dan Tahap Pendidikan
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E. Keterangan tabel Penugasan Program Profesi

Pengaturan tugas
* Bobot penugasan di setiap bidang kegiatan diberikan secara berta-
hap, sebagai berikut :

» Tanggung jawab penugasan diatur berturut turut mulai dari kegi-
atan administrasi, penatalaksanaan pasien, dan terahir penang-
gung jawab / kordinator dari semua tugas yang ada di bidang ke-
giatan tersebut.

» Kompetensi dilatih mulai dari penugasan yang sifatnya mengenal
gejala neurologi, kemudian membuat diagnosa, merencanakan
pengobatan, membuat konsul ruangan dan permintaan pemerik-
saan penunjang dan terahir melakukan follow up.

» Tingkat kesulitan kasus dimulai dari menangani kasus dengan IK 1
di ruang rawat, IK 2 di ruang rawat, IK 1 di ruang neurointensif dan
terahir IK 2 di ruang neurointensif

* Peserta didik dalam pengaturan pekerjaan bertanggung jawab pada
kordinator, dalam kompetensi bertanggung jawab pada konsulen /

KPS.

Tugas ruangan
* Residen yang bertugas di ruangan, bertanggung jawab pada
Penanggung Jawab Ruangan
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2.1.10.5 Keterangan Tabel Penugasan Program Profesi

1. Pengaturan Tugas

a) Bobot penugasan di setiap bidang kegiatan diberikan secara bertahap, sebagai berikut :

· Tanggung jawab penugasan diatur berturut-turut mulai dari kegiatan administrasi, penatalaksanaan pasien, dan terahir penanggung jawab / kordinator dari semua tugas yang ada di bidang kegiatan tersebut. 

· Kompetensi dilatih mulai dari penugasan yang sifatnya mengenal gejala neurologi, kemudian membuat diagnosa, merencanakan pengobatan, membuat konsul ruangan dan permintaan pemeriksaan penunjang dan terahir melakukan follow-up. 

· Tingkat kesulitan kasus dimulai dari menangani kasus dengan IK 1 di ruang rawat, IK 2 di ruang rawat, IK 1 di ruang neurointensif dan terahir IK 2 di ruang neurointensif 

b) Peserta didik dalam pengaturan pekerjaan bertanggung jawab pada kordinator, dalam kompetensi bertanggung jawab pada konsulen / KPS
2. Tugas Jaga

a) Tugas jaga di bagian bedah saraf dimulai dari semester 4, dengan urutan pengaturan tugas sebagai berikut:

· Dokter Jaga 1 ( kompetensi tingkat 1 ) : Asisten jaga emergensi, 

· Dokter Jaga 2 ( kompetensi tingkat 2 ) : Dokter jaga emergensi di lingkungan rumah sakit pendidikan 

· Dokter Jaga 3 ( kompetensi tingkat 3 ): sama seperti dokter jaga 1, ditambah dokter jaga emergensi di rumah sakit jejaring. 

3. Tugas Ruangan

a) Residen yang bertugas di ruangan, bertanggung jawab pada Penanggung Jawab Ruangan

b) Residen tingkat pengayaan bertugas dalam kegiatan administratif dengan kompetensi sampai batas mengenal gejala neurologi dan mempelajari aspek menejemen pasien ruang rawat. 

c) Residen tingkat magang bertanggung jawab dalam : 

· Melakukan follow-up pasien rawat inap. 

· Bertanggung jawab atas perawatan luka dan segala tindakan di ruang rawat. 

4. Tugas Poliklinik

a) Asisten di poliklinik terbatas pada membuat status dan memeriksa / mengenal gejala neurologi 

b) Penanggung jawab pasien poliklinik 

· Adalah peserta didik tingkat mandiri, mampu menegakkan diagnosa dan merencanakan pemeriksaan lanjutan atau tindakan pengobatan. 

· Tidak diijinkan membuat keputusan, harus selalu dilaporkan ke konsulen penanggung jawab poliklinik dan melaporan pada forum asesmen. 

5. Tugas Persiapan Operasi

a) Yang dimaksud dokumen pasien adalah status pasien dan semua hasil pemeriksaan penunjang. 

b) Tanggung jawab atas kelengkapan dokumen saat pasien dikirim ataupun kembali dari kamar operasi ada pada peserta didik dengan tingkat kompetensi terendah. 

c) Peserta didik tingkat mandiri, bertanggung jawab atas pelaksanaan instruksi yang diberikan konsulen, menyangkut antara lain : 

· Tindakan atau pengobatan spesifik pra-bedah di ruang rawat atau  sebelum pasien dioperasi 

· Persiapan alat atau instrumen khusus 

· Follow up pasca bedah terhadap hal khusus 

6. Tugas Kamar Operasi
a) Asisten operator bertugas untuk : 
· Mengatur posisi pasien dan mempersiapkan daerah operasi. 
· Menulis laporan operasi sesuai arahan operator.

b) Asisten operasi harus memenuhi jumlah kasus sesuai ketetapan dan dinyatakan lulus instruksi oleh konsulen, sebelum dapat menjadi operator mandiri. 

c) Residen mandiri yang akan melakukan operasi, melakukan dahulu panthom / diskusi atas kasus yang akan dioperasi dengan konsulen penanggung jawab pasien. 

7. Tugas Akademik

a) Kegiatan akademik berlangsung selama masa pendidikan dan dipilah dalam berbagai tugas : 

· Mengikuti kegiatan forum ilmiah di bagian, pertemuan nasional  maupun internasional. 

· Membuat berbagai laporan, antara lain laporan pasien rawat inap,  laporan jaga, laporan poliklinik, laporan kematian, laporan operasi,  laporan kegiatan operasi mingguan. 

· Membuat makalah dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. 

· Presentasi kasus, studi literatur maupun hasil penelitian. 

b) Mengikuti ujian lokal maupun ujian ahir nasional. 

8. Tugas Penelitian

a) Seluruh peserta didik harus membuat sekurang-kurangnya satu penelitian yang menjadi bagian dari tugas akhir, sebelum dapat mengikuti ujian nasional bedah saraf.

b) Kegiatan penelitian sudah dimulai sejak semester 4, sekurang-kurangnya sudah menentukan judul dan membuat disain penelitian.

9. Chief Residen

a) Untuk dapat menjadi Chief Residen, peserta didik harus sudah pernah menjadi penanggung jawab ruang rawat inap, ruang neurointensif, poliklinik dan penangung jawab kamar operasi. 

b) Chief residen bertugas mengkordinasikan semua pekerjaan / tugas pendidikan, pelayanan dan penelitian, baik yang terprogram maupun tidak, agar dapat terselesaikan oleh seluruh residen secara merata dan sesuai kompetensinya. 

c) Tidak setiap residen otomatis menjadi Chief Residen, penentuan ditetapkan oleh KPS berdasarkan prestasi akademik dan kemampuan manajerial. 

d) Chief Residen bertanggung jawab pada KPS. 

e) Chief Residen dibantu oleh Wakil Chief Residen. 

2.2. Kualifikasi
1. Kriteria pencapaian kompetensi ditentukan berdasarkan jumlah tindakan dan jenis kasus. IPDS menentukan jumlah minimal tindakan dan jenis kasus yang harus dipenuhi pada setiap tahap pendidikan, sebelum peserta didik dapat diuji atau naik peringkat.

a) Enrichment (pengayaan) diuji pada tahap I, II atau III. 

b) Assistant (magang) diuji pada tahap II dan III. 

c) Self (mandiri) diuji hanya di tahap III.

2. Pada tahap III,

a) Kasus-kasus yang ditentukan sudah harus mencapai tahap mandiri, diuji kompetensi.

b) Kasus-kasus yang masih dalam tahap magang atau pengayaan, diuji pengetahuan dasarnya (K6), sedangkan kompetensinya akan dikembangkan dalam CPD.

3. Aktifitas kegiatan peserta didik dicatat dalam Log Book dan penilaian kompetensi pada setiap tahap pendidikan, ditetapkan oleh masing- masing IPDS.

4. KBSI menetapkan jumlah minimal tindakan dan jenis kasus yang harus dipenuhi peserta didik selama masa pendidikan.

5. Peserta didik berhak diuji kompetensi dalam Ujian Nasional Bedah Saraf setelah memenuhi jumlah minimal tindakan dan jenis kasus yang ditetapkan KBSI.
2.3. Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Ditinjau dari pentahapan yang ditetapkan oleh KKI / MKKI, maka pendidikan bedah saraf yang lamanya 11 semester dibagi dalam 3 tahap.

1. Tahap I :

a) Berlangsung selama 3 semester, yaitu semester 1 s/d 3

b) Peserta didik mengikuti Program Magister, Profesi Bedah Dasar dan Bedah Saraf Dasar

2. Tahap II :

a) Berlangsung selama 4 semester, yaitu semester 4 s/d 7

b) Peserta didik mengikuti lanjutan Program Magister dan Program Bedah Saraf Dasar, bila diperlukan masih harus mengikuti Program Bedah Dasar.

c) Dalam tahap ini, peserta didik sudah boleh diberi kewenangan melakukan tindakan bedah saraf sebagai bagian dari Program Profesi Bedah Saraf, bergantung jenis kasus dan indeks kesulitan.

3. Tahap III :

a) Berlangsung selama 4 semester, yaitu semester 8 s/d 11.

b) Dalam tahap ini masih ada pengayaan dari Program Profesi Bedah Saraf.

Pada ahir tahap III, dilakukan uji kompetensi nasional oleh KBSI 

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF
Akreditasi program studi dokter spesialis bedah saraf adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis bedah saraf. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh beberapa program pendidikan spesialis (dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis bedah saraf belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis bedah saraf, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah saraf dengan standard kompetensi dokter spesialis bedah saraf Indonesia.
Program Studi dokter spesialis bedah saraf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 11 (sebelas) semester. 
BAB IV
ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI 
PROGRAM STUDI 
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) standar akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi; 2) prosedur akreditasi  program studi  yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi  program studi; 3) instrumen akreditasi  program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) kode etik akreditasi  program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi.
Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.
4.1 Standar Akreditasi Program Studi 
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.
Standar akreditasi program studi dokter spesialis bedah saraf  mencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis bedah saraf  terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 
Standar 1.    Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 
Standar 2.     Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3.    Mahasiswa dan lulusan 
Standar 4.    Sumber daya manusia 
Standar 5.     Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar 6.     Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.     Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia.
Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.
Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. 
Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 
Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi  sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan  dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi  dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 
Sistem  pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia.  Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.  Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan  standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu   pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.
Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.
Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program studi yang bersangkutan. 
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi  memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi. 
Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis Bedah Saraf.
Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk  mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi  menjalin kerjasama dengan program studi  dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.
Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada. 
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Bedah Saraf. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.
Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, bedside teaching, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. 
Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Bedah Saraf, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.  
Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi. 
Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba. 
Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan  digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.  
Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya.  Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.
Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan. 
Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf.
Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. 
Penelitian adalah salah satu tugas pokok  yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi. 
Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis Bedah Saraf yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi.  Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba.  Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. 
Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.
Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.
4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu bedah saraf, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi Dokter Spesialis Bedah Saraf. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.
4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi 
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi  dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang. 
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan. 
Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi. 
Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.
4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi 
Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT. 
Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.
Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.
Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia (AFKHI) adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan ketua program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.
Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.
.
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut. 
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi. 
Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).
Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi. 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi. 
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